
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR  71   TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 44 TAHUN 2016 

TENTANG PERJALANAN DINAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupaten Banjar, maka dipandang perlu untuk mengatur 
pemberian uang refresentasi kepada Pimpinan dan Anggota 

DPRD dan juga kepada Pejabat Struktural tertentu  yang 
melaksanakan perjalanan dinas sebagai bagian dari biaya 
perjalanan dinas; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor  6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;           

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke luar Negeri bagi 
Pejabat/ Pegawai di lingkungan Kementrian Dalam Negeri, 
Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan 

Perwakian Rakyat Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara   
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 33/PMK.02/2016 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita 
Negara   Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, 

Tambahan Lembaran Daerah Kab. Banjar Nomor 01); 
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2016 
tentang susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bajar Nomor 15); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administatif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9); 

20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Banjar Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banjar 

Tahun 2011 Nomor 13); 

21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Perjalanan Dinas Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banjar 

Tahun 2016 Nomor 44); 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BANJAR NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG 
PERJALANAN DINAS. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 

44) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari : 

a. uang harian yang meliputi uang saku dan uang makan; 

b. uang representasi;  

c. biaya transportasi (berupa transfortasi darat, air, udara termasuk biaya airpot 
tax dan retribusi); 

d. biaya akomodasi (hotel/penginapan); 

e. biaya transport bandara  (termasuk surcharge, biaya tol dan parkir/ parkir 
inap);  

f. biaya Transport lokal termasuk biaya tol dan parkir: dan 

2. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 19  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 19 

(1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan dan Luar Negeri ) terdiri atas : 

a. uang refresentasi; 

b. uang harian; 
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c. biaya transportasi;  

d. biaya akomodasi; 

e. transport bandara; dan  

f. transport lokal. 

3. Ketentuan dalam huruf a dan b Pasal 20  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 20 

Perjalanan Dinas Dalam Daerah terbagi atas : 

a.   Biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Banjar atau Provinsi 
Kalimantan Selatan meliputi : 

1. uang refresentasi; 

2. uang harian; 

3. biaya akomodasi yang dibayarkan secara riil dengan ketentuan apabila 
pelaksana perjlaanan dinas tersebut harus menginap ditempat tujuan; 
dan 

4. uang transportasi dibayarkan secara riil dengan ketentuan apabila 
perjalanan dinas yang dialksanakan tidak menggunakan kendaraan 

dinas.  

b.   Biaya perjalanan dinas dalam daerah DKI Jakarta meliputi : 

1. uang harian; dan 

2. uang transportasi dibayarkan secara riil dengan ketentuan apabila 
perjalanan dinas yang dialksanakan tidak menggunakan kendaraan 
dinas. 

Pasal  II 

Peraturan Bupati ini  berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.  

    

             Ditetapkan di Martapura 
             pada tanggal 10 Nopember 2017   

                  BUPATI BANJAR, 

    

Ttd 
              

 

      H. KHALILURRAHMAN 
 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 10 Nopember 2017  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 

    Ttd 

                    

            H. NASRUN SYAH  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 71 

 


